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1 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

2 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

3 Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik

4 Wilayah Usaha 

Wilayah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan usaha melakukan usaha

distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik

5 Konsumen

Setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTLU

6 Harga Jual Tenaga Listrik 

Semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik

7 Sewa Jaringan Tenaga Listrik 

Semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi

tenaga listrik

8 Tarif Tenaga Listrik

Tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki

Wilayah Usaha

9 Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP Tenaga Listrik)

Biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk

melaksanakan kegiatan operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke Konsumen

10 Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

Rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau

penjualan tenaga listrik kepada Konsumen dalam suatu Wilayah Usaha

11 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL)

Perjanjian jual beli tenaga listrik antar pemegang IUPTLU, antara pemegang IUPTLU dan 

pemegang IUPTLS, antara pemegang IUPTLU dan pemegang IUJPTL, dan/atau antara

pemegang IUPTLU dan badan usaha penyediaan tenaga listrik negara lain

12 Badan Usaha

Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 

bidang ketenagalistrikan

13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945

14 Menteri

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya

mineral

15 Direktur Jenderal

Direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan
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Pemegang IUPTLU Pemilik Wilayah 

Usaha (Wilus), misal:

• PT PLN (Persero)

• PT Cikarang Listrindo

• PT PLN Batam

harga tenaga listrik

Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik, 

dapat berupa:

• IPP

• Excess Power

• Kerja Sama Operasi (KSO)

tarif tenaga listrik

Konsumen dalam wilayah

usahanya, yang terdiri dari

berbagai golongan antara lain:

a. Layanan Sosial

b. Rumah Tangga

c. Bisnis

d. Industri

e. Kantor Pemerintahan

f. Penerangan Lampu Jalan

g. Traksi

h. Penjualan Curah

i. Layanan dengan Kualitas

Khusus

j. Peruntukan Lain yang 

Ditetapkan oleh Menteri

Persetujuan Harga Jual dan 
Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Penetapan Tarif 
Tenaga Listrik
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Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk

Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memiliki Wilayah Usaha

dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa

jaringan tenaga listrik dari Badan Usaha Lain

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha

mengajukan permohonan persetujuan harga jual dan sewa

jaringan tenaga listrik secara tertulis kepada Menteri atau

gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan

melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan

teknis

Persyaratan Administratif

1. Profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga

listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik

2. Surat penetapan pengembang atau letter of intent (LoI)

3. Data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan

sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir

Persyaratan Teknis

1. Informasi terkait kelayakan teknis harga jual tenaga listrik atau

sewa jaringan tenaga listrik

2. Informasi terkait kelayakan finansial harga jual tenaga listrik atau

sewa jaringan tenaga listrik

3. Berita acara harga perkiraan sendiri

4. Berita acara kesepakatan harga

Pemegang IUPTLU pembangkit tenaga listrik

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik

Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga 

Listrik (IUJPTL)

Badan Usaha penyedia tenaga listrik negara lain

Badan Usaha Lain
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Persyaratan Teknis

Informasi terkait

kelayakan teknis

Informasi terkait kelayakan teknis

harga jual tenaga listrik atau sewa

jaringan tenaga listrik

a. Kapasitas pembangkit atau

kapasitas sewa jaringan tenaga

listrik

b. Lokasi dan titik interkoneksi

c. Faktor ketersediaan (availability 

factor) dan/atau faktor kapasitas

(capacity factor)

d. Suplai dan karakteristik bahan bakar

pembangkit atau spesifikasi teknis

jaringan tenaga listrik yang 

disewakan

e. Rencana commercial operation date

a. Rincian besaran harga jual tenaga listrik

yang terdiri atas komponen harga yang 

merepresentasikan:

1) Biaya investasi;

2) Biaya operasi dan pemeliharaan tetap;

3) Biaya bahan bakar;

4) Biaya operasi dan pemeliharaan tidak

tetap; dan/atau

5) Biaya jaringan atau fasilitas khusus;

b. Lama kontrak

c. Model harga jual tenaga listrik meliputi harga

flat, harga staging, atau harga dasar

d. Perhitungan eskalasi harga jual tenaga listrik

e. Pola dan mekanisme kerja sama

f. Mekanisme pembayaran

g. Model finansial dan parameter finansial 

harga jual tenaga listrik

Informasi terkait kelayakan finansial harga

jual tenaga listrik

Informasi terkait kelayakan

finansial sewa jaringan tenaga

listrik

a. Besaran sewa jaringan tenaga

listrik

b. Lama kontrak

c. Pola dan mekanisme kerja sama

d. Model finansial dan parameter 

finansial sewa jaringan tenaga

listrik

Informasi terkait

kelayakan finansial
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START

Permohonan

Persetujuan

Harga Jual dan 

Sewa Jaringan

Arahan/Disposisi

untuk Evaluasi

Evaluasi

Persyaratan

Administrasi dan 

Teknis 

Persetujuan

Surat 

Persetujuan

Harga Jual atau

Sewa Jaringan*

Penyampaian

Alasan

Penolakan

Secara Tertulis

Penandatanganan 

PJBL

Pelaporan 

Rencana 

Pembelian 

Listrik Kepada 

Menteri 

Tidak

Ya

≤ 7 hari kerja sejak

permohonan

diterima secara

lengkap dan benar

≤ 7 hari kerja sejak

evaluasi selesai

≤ 30 hari

kerja sejak

surat

persetujuan

≤ 5 hari kerja

sejak tanda

tangan PJBLPemilik Wilus

Menteri ESDM

DJK

Keterangan: 

*) Persetujuan dapat berupa harga patokan yang terdiri atas harga patokan tertinggi atau harga patokan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
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Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau

bupati/walikota mengajukan permohonan penugasan

pemegang IUPTLU Pemiliki Wilayah Usaha (Wilus)

untuk melakukan pembelian tenaga listrik secara tertulis

kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan

administratif dan persyaratan teknis

Persyaratan Administratif

1. Profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual

tenaga listrik

2. Surat penetapan pengembang atau letter of intent (LoI)

3. Data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus

perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat

terakhir

Persyaratan Teknis

1. Informasi terkait kelayakan teknis

2. Informasi terkait kelayakan finansial

3. Berita acara harga perkiraan sendiri 

4. Berita acara kesepakatan harga

5. Surat keterangan hasil verifikasi studi kelayakan dan 

studi penyambungan dari pemegang IUPTLU Pemiliki

Wilus

Persyaratan Teknis

Informasi terkait

kelayakan teknis

Informasi terkait

kelayakan finansial

Informasi terkait kelayakan teknis

a. Kapasitas pembangkit

b. Lokasi dan titik interkoneksi

c. Faktor ketersediaan

(availability factor) dan/atau

faktor kapasitas (capacity 

factor)

d. Suplai dan karakteristik bahan

bakar pembangkit

e. Rencana commercial operation 

date

a. Rincian besaran harga jual tenaga

listrik yang terdiri atas komponen

harga yang merepresentasikan:

1) Biaya investasi

2) Biaya operasi dan 

pemeliharaan tetap

3) Biaya bahan bakar

4) Biaya operasi dan 

pemeliharaan tidak tetap

5) Biaya jaringan atau fasilitas

khusus

b. Lama kontrak

c. Model harga jual tenaga listrik

meliputi harga flat, harga staging, 

atau harga dasar

d. Perhitungan eskalasi harga jual

e. Pola dan mekanisme kerja sama

f. Mekanisme pembayaran

g. Model finansial dan parameter 

finansial harga jual tenaga listrik

Informasi terkait kelayakan finansial
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START

Permohonan

Penugasan

Pembelian

Tenaga Listrik

Arahan/Disposisi

untuk Evaluasi

Evaluasi

Persyaratan

Administrasi dan 

Teknis 

Persetujuan

Surat Persetujuan

Penugasan

Pembelian

Tenaga Listrik

Penandatanganan 

PJBL

Penyampaian

Alasan Penolakan

Secara Tertulis

≤10 hari kerja sejak

permohonan diterima

secara lengkap dan benar

≤10 hari kerja sejak

evaluasi selesai

≤30 hari kerja sejak

surat persetujuan

Ya

Tidak

Menteri ESDM

DJK

K/L, Gubernur, 

Bupati/Walikota

Pemilik Wilus
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PROSES PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MELALUI MEKANISME IPP/EXCESS POWER

RUPTL PENGADAAN
LoI

(Letter of Intent)

PERSETUJUAN 
HARGA TL

PJBL IUPTLU
FINANCIAL 
CLOSE (FC)

COD

Rencana

pengembangan

pembangkit

Pemegangan

IUPTLU 

Pemilik Wilus

Proses pengadaan dilakukan

oleh IUPTLU Pemilik Wilus

(Pemilihan Langsung, 

Penunjukan Langsung)

sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku

Dari hasil pengadaan

diperoleh calon pengembang

dan ditetapkan resmi melalui

surat penetapan calon

pengembang

Setelah memperoleh

Persetujuan HJTL dari

Menteri, IUPTLU Pemilik

Wilus dan Badan Usaha 

melakukan

penandatanganan PJBL

Badan usaha menyampaikan

permohonan IUPTLU

Badan usaha

memastikan pendanaan

dengan memperoleh

jaminan dari lenders 

atau bank

Pembangkit

beroperasi

IUPTLU Pemilik Wilus

mengajukan permohonan

persetujuan HJTL kepada Menteri 

sesuai BA kesepakatan IUPTLU 

Pemilik Wilus dan Badan Usaha

FINANCING

KONSTRUKSI
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MEKANISME KERJA SAMA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pengaturan IPP KSO Excess Power

Pelaku Pemegang IUPTLU Pembangkitan Pemegang IUPTLU Pemilik Wilus Pemegang IUPTLS

Produksi Energi Listrik
Seluruhnya/dedicated dijual kepada IPTLU
Pemilik Wilus

Sebagian dijual melistriki konsumen di
wilayah usahanya, sebagian dijual
kepada pemegang wilayah usaha lain

Sebagian digunakan untuk keperluan

sendiri, sebagian dijual kepada IUPTLU

Pemilik Wilus

Masa Kontrak 20 – 30 tahun 5 – 20 tahun 1 – 2 tahun

Pengadaan
Pelelangan, Pemilihan Langsung, atau 
penunjukan langsung

Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung

Aturan Harga

• Harga jual mengacu BPP Pembangkitan 

IUPTLU Pemilik Wilus

• Pembangkit berbahan bakar batubara 

sesuai Permen ESDM 19/2017

• Pembangkit EBT sesuai Permen ESDM 

50/2017 jo. Permen ESDM 04/2020

Harga jual sesuai kesepakatan para pihak 

(business to business)

• Harga jual mengacu BPP 

Pembangkitan IUPTLU Pemilik Wilus

• Harga Patokan Tertinggi sebesar 90% 

BPP Pembangkitan setempat 

(Permen ESDM 19/2017)

Skema kontrak

• Take or Pay atau Take and Pay (atau 

kombinasi)

• Harga jual umumnya staging 2 step selama 

periode kontrak (20 -30 tahun)  

• Take and Pay

• Harga flat (kontrak jangka pendek s.d 

jangka panjang)

• Take and Pay

• Harga flat (kontrak jangka pendek, 1 

– 2 tahun)

Kapasitas Kontrak (MW) Dari kecil s.d. besar (1 s.d. 1000 MW) Dari kecil s.d. besar (s.d. 100 MW) Relatif kecil (1 s.d. 5 MW)

Pihak yang paling 
berkepentingan

IPP untuk menciptakan pendapatan usaha
Badan usaha yang mendapatkan 

pasokan listrik

IUPTLU Pemilik Wilus yang menutupi 
defisit pasokan daya dan/atau efisiensi 
BPP setempat
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KOMPONEN PENGHITUNGAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Harga Jual IPP Excess Power

Komponen A

(CAPEX)

• Biaya investasi, antara lain: tanah, pekerjaan sipil dan

gedung, peralatan mekanikal dan elektrikal, biaya

konstruksi.

• Dihitung pengembaliannya selama masa kontrak.

Sudah dihitung sebagai biaya ketika digunakan untuk 

kepentingan sendiri.

Komponen B

(Fixed O&M)

• Biaya Operasi & Pemeliharaan tetap, antara lain:

administrasi, gaji, training, spare part, maintenance

periodik, asuransi

Sebagian biaya Operasi & Pemeliharaan tetap, antara

lain: administrasi, gaji, training, spare part, maintenance

periodik, asuransi

Komponen C

(Fuel Cost)

• Biaya bahan bakar, antara lain: biaya pembelian

batubara atau gas, termasuk biaya transportasi bahan

bakar

Biaya bahan bakar, antara lain: pembelian batubara atau

biomassa, termasuk biaya transportasi bahan bakar *

Komponen D

(Variable O&M)

• Biaya Operasi & Pemeliharaan tidak tetap, antara lain:

pelumas, fuse, bahan kimia, unscheduled maintenance

Sebagian biaya Operasi & Pemeliharaan tidak tetap,

antara lain: pelumas, fuse, bahan kimia, unscheduled

maintenance

Komponen E

(Transmisi)

• Biaya pengadaan jaringan transmisi dari pembangkit

ke titik interkoneksi

Tidak diperhitungkan

* Komponen harga jual yang paling dominan pada umumnya adalah biaya bahan bakar kecuali excess power dari PLTA/M. Biaya bahan bakar
sangat dipengaruhi dari jenis dan harga energi primer yang digunakan, serta lokasi pembangkit.
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